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RINGKASAN 

 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penting dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masya 

rakat. Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Polri 

mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama setelah era reformasi yang 

menuntut adanya pemisahan institusi militer dan kepolisian guna menciptakan sistem 

demokrasi yang lebih baik dan menjunjung supremasi hukum. 

 

Sebelum reformasi, Polri berada dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia (ABRI) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kedudukan tersebut 

menyebabkan fungsi kepolisian sering kali bercampur dengan fungsi pertahanan dan 

keamanan negara yang bercorak militeristik. Kondisi ini dinilai kurang sesuai dengan 

prinsip negara hukum demokratis karena aparat kepolisian seharusnya lebih 

menekankan pendekatan sipil dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan 

pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi ketatanegaraan membawa 

perubahan besar melalui pemisahan Polri dari TNI yang kemudian diperkuat dengan 

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta 

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. 

 

Perubahan kedudukan Polri semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang 

tersebut ditegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri. Secara ketatanegaraan, Polri berada di bawah 

Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Polri 

merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. 

 

Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Polri memiliki 

karakteristik yang khas. Di satu sisi, Polri merupakan institusi negara yang 

menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Di sisi 

lain, Polri juga memiliki kewenangan yang luas dalam proses peradilan pidana, 

khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini menjadikan Polri sebagai 

salah satu subsistem penting dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated 

criminal justice system) bersama kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan. 
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Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan juga harus dipahami dalam perspektif 

negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah 

negara hukum. Sebagai konsekuensinya, setiap tindakan dan kewenangan Polri harus 

didasarkan pada hukum serta menghormati hak asasi manusia. Dalam menjalankan 

tugasnya, Polri dituntut untuk profesional, transparan, dan akuntabel agar tercipta 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. 

 

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan terkait 

kedudukan dan pelaksanaan fungsi Polri. Salah satunya adalah adanya potensi 

penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum, tindakan represif yang 

berlebihan, serta rendahnya pengawasan terhadap aparat kepolisian. Selain itu, 

hubungan kelembagaan antara Polri dengan lembaga negara lainnya juga kerap 

menimbulkan persoalan, terutama terkait independensi penegakan hukum dan 

intervensi kekuasaan politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem 

pengawasan internal maupun eksternal terhadap Polri agar pelaksanaan tugas 

kepolisian tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. 

 

Dalam konteks ketatanegaraan modern, Polri tidak hanya dipandang sebagai alat 

keamanan negara, tetapi juga sebagai institusi sipil yang bertugas melayani 

masyarakat. Paradigma ini menuntut perubahan budaya organisasi Polri agar lebih 

humanis, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi 

kelembagaan kepolisian menjadi penting untuk memastikan bahwa Polri mampu 

menjalankan fungsinya secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi 

manusia dan supremasi hukum. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kepolisian 

Republik Indonesia dalam sistem hukum ketatanegaraan berada sebagai alat negara 

di bawah Presiden yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan 

penegakan hukum. Kedudukan tersebut merupakan hasil reformasi ketatanegaraan 

yang bertujuan menciptakan institusi kepolisian yang profesional, mandiri, dan 

demokratis. Namun demikian, penguatan pengawasan, profesionalisme, dan 

akuntabilitas tetap diperlukan agar Polri mampu menjalankan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. 
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ABSTRAK 

 

 

Kata Kunci: Kepolisian Republik Indonesia, sistem ketatanegaraan, negara 

hukum, penegakan hukum, reformasi kepolisian. 

 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang berperan 

penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Kedudukan Polri dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia mengalami 

perubahan setelah reformasi melalui pemisahan Polri dari Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) guna mewujudkan institusi kepolisian yang profesional dan 

demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Polri dalam 

sistem hukum ketatanegaraan Indonesia serta pelaksanaan fungsi dan 

kewenangannya dalam perspektif negara hukum. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan 

terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara 

kualitatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, 

serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri berkedudukan di bawah Presiden sebagai 

bagian dari kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang 

keamanan dan penegakan hukum. Polri juga memiliki peran penting dalam sistem 

peradilan pidana melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan reformasi kelembagaan, profesionalisme 

aparat, dan sistem pengawasan yang efektif agar Polri dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Indonesian National Police, constitutional system, rule of law, law 

enforcement, police reform. 

 
The Indonesian National Police (Polri) is a state institution that plays an important 

role in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing 

protection, guidance, and services to the community. The position of Polri within the 

Indonesian constitutional legal system underwent significant changes after the reform 

era through the separation of Polri from the Indonesian National Armed Forces (TNI) 

in order to establish a professional and democratic police institution. This study aims 

to analyze the position of Polri in the Indonesian constitutional legal system as well 

as the implementation of its functions and authorities from the perspective of the rule 

of law. 

 

This research employs normative legal research methods using statutory and 

conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and 

tertiary legal materials analyzed qualitatively. This study examines the provisions 

contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, MPR Decrees 

Number VI and VII of 2000, and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian 

National Police. 

 

The results of the study indicate that Polri is positioned under the President as part of 

the executive power exercising governmental functions in the fields of security and 

law enforcement. Polri also plays an important role in the criminal justice system 

through its authority to conduct investigations and criminal inquiries. Therefore, 

strengthening institutional reform, improving the professionalism of police officers, 

and establishing an effective supervisory system are necessary to ensure that Polri 

can carry out its duties and functions in accordance with the principles of the rule of 

law and democracy. 
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